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ABSTRAK 
 

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN 
INDUSTRIAL TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) 
(Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Serdang Bedagai) 
 

OLEH : 
NADYA KHAIRI 
NPM : 18.840.0031 

 

Pemutusan hubungan kerja merupakan salah satu perselisihan hubungan 
industrial yang selalu menjadi momok yang membuat dilema bagi pekerja. 
Besarnya jumlah perusahaan di Kabupaten Serdang Bedagai membuat besar pula 
jumlah kasus PHK pada Kabupaten tersebut. Jumlah kasus PHK yang tinggi 
membuat banyak kasus harus mendaftar ke Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan 
Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai untuk diselesaikan penyelesaiannya. 
Namun, dari hasil penyelesain pada dinas tersebut masih saja sulit mendapatkan 
kesepakatan atau win-win solution diantara kedua belah pihak hingga 
penyelesaian tersebut harus lanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum 
penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Dinas 
Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai dan 
bagaimana efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap 
pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, 
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai.  

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan memperoleh 
data melalui bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari hasil wawancara 
dan buku, jurnal, kamus hukum serta dokumen-dokumen lainnya dengan sifat 
deskriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan 
melalui studi kepustakaan dan lapangan.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap 
penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Dinas 
Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai 
menggunakan UU No. 2 Tahun 2004 dan PERDA Kabupaten Serdang Bedagai 
No. 6 Tahun 2018 dengan bentuk penyelesaian secara mediasi. Efektifitas 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap pekerja yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha 
Mikro Kabupaten Serdang Bedagai belum efektif dengan memerlukan 
pembaharuan dan perbaikan terhadap PERDA Kabupaten Serdang Bedagai, 
jumlah dan kualifikasi mediator, sarana dan fasilitas berupa pelatihan mediator, 
jumlah ruangan dan fasilitas pendukung lainnya, sikap tidak kooperatif atau tidak 
patuh masyarakat serta budaya tidak taat hukum terhadap peraturan penyelesaian 
PHK. 
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Kata kunci: Efektivitas, Perselisihan, Pemutusan Hubungan Kerja. 
 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECTIVENESS OF INDUSTRIAL REALATIONSHIP DISPUTE 

SETTLEMENT ON WORKERS WHO HAVE BEEN TERMINATED (PHK)  

(Study at the Department of Manpower, Cooperatives and Micro Enterprises in 

Serdang Bedagai Regency) 

 
BY: 

NADYA KHAIRI 
NPM: 188400031 

 
Termination of employment is one of the industrial relations disputes that 

is always a scourge and create a dilemma for workers. The great number of 
companies in Serdang Bedagai Regency is as great as with the number of layoff 
cases in this Regency. The high number of layoffs make many cases have to 
register with the Department Of Manpower, Cooperatives and Micro Enterprises 
of Serdang Bedagai Regency for completion. However, from the results of the 
settlement at the service, it is still difficult to get an agreement or win-win solution 
between the two parties until the settlement must proceed to the Industrial 
Relation Court. 

This problem in this study are how to regulate the legal arrangements for 
resolving disputes over termination of employment at the Department of 
Manpower, Cooperatives and Micro Enterprises of Serdang Bedagai Regency and 
how effective is the settlement of industrial relations disputes for workers who 
have been terminated at the Department of of Manpower, Cooperatives and Micro 
Enterprises of Serdang Bedagai Regency. 

This research is an empirical normative research by obtaining data 
through primary and secondary legal materials derived from interviews and 
books, journals, legal dictionaries and other documents with descriptive analysis 
using qualitative analysis with a literature and field study approach. 

The results of this study indicate that the legal arrangement for the 
settlement of disputes over termination of employment at the Department of 
Manpower, Cooperatives and Micro Enterprises in Serdang Bedagai Regency 
uses no. 2 of 2004 and PERDA Serdang Bedagai Regency no. 6 of 2018 in the 
form of a mediation settlement. The effectivesness of the settlement of industrial 
relations disputes for workers who have been terminated at the Office of 
Manpower, Cooperatives and Micro Enterprises of Serdang Bedagai Regency has 
not been efective yet by requiring renewal and improvement of the PERDA of 
Serdang Bedagai Regency, the number and qualifications of mediators, the 
facilities in the from of mediator training, number of rooms and other supporting 
facilities, uncooperative attitude or disobedience to the community as well as a 
culture of disobeying the law to regulations for resolving layoffs. 
 
Keywords: Effectiveness, Dispute, Termination of Employment.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu perselisihan 

hubungan industrial yang selalu menjadi “momok” dan membuat dilema bagi 

pekerja. Dibanding perselisihan hubungan industrial lainnya, PHK menjadi 

perselisihan hubungan industrial yang paling krusial, sensitif, berdampak dan 

perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak.1  

Meningkatnya jumlah pekerja yang mengalami PHK terlebih saat 

pandemi COVID-19 dengan alasan menurunnya permintaan pasar akibat 

pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menyebabkan 

menurunnya likuiditas keuangan perusahaan ditambah dengan beban pembayaran 

upah pekerja membuat perusahan harus mengambil tindakan-tindakan seperti 

tidak dibayarkannya upah pekerja sesuai dengan perjanjian kerja dan 

diberhentikannya pekerja dengan sepihak tanpa sebab apapun yang membuat 

banyak kasus PHK mendaftar ke dinas ketenagakerjaan untuk diselesaikan 

melalui upaya penyelesaian PHK, terkhusus pada Dinas Ketenagakerjaan, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai. Terdapat sebanyak 40% 

dari 253 perusahaan yang terdaftar pada dinas tersebut perlu diselesaikan 

perselisihannya. Meskipun telah ada penyelesaian terhadap PHK pada Dinas 

Ketenagakerjaan tersebut namun nyatanya masih saja sering terjadi kasus yang 

 
1 Muh. Muslim. “Dilema Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Karyawan”. ESENSI. Vol. 18, 

No. 3 (Desember 2015), hal.104. 
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harus berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial.2 Hal ini diakibatkan saat 

proses penyelesaian pada dinas ketenagakerjaan tersebut kedua belah pihak tidak 

selalu mendapatkan win-win solution, inilah yang membuat upaya penyelesaian 

perselisihan PHK pada dinas tersebut seolah-olah memiliki kekosongan atau celah 

hukum sehingga tidak berjalan dengan efektif serta tidak sesuai dengan tujuan 

hukum yakni memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

Hal ini lah yang membuat peneliti merasa perlu melakukan penelitian 

atas kondisi yang krusial tersebut pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun alasan-alasan penelitian ini 

dilakukan ialah bahwa dampak PHK diantaranya, pertama terhadap pekerja: 

menurunnya perekonomian, mengalami gangguan emosional; kedua, terhadap 

perusahaan meningkatnya biaya pengeluaran akibat PHK, memperlambat 

signifikansi peningkatan performa perusahaan; ketiga, terhadap pemerintah angka 

kemiskinan meningkat, merosotnya sumber pendapatan negara. 

Pertama, terhadap pekerja: menurunnya perekonomian pekerja. Bekerja 

merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan baik 

kebutuhan primer (sandang, pangan, rumah, pendidikan) maupun sekunder (akses 

kesehatan, liburan).3 Kebutuhan-kebutuhan tersebut membuat kehidupan pekerja 

bergantung pada pekerjaannya. Pekerja yang mengalami PHK tidak hanya 

berdampak pada dirinya sendiri namun pula pada keluarganya. Pemberlakuan 

PHK membuat pekerja kesulitan melakukan aktifivitas harian seperti biaya 

 
2 Wawancara dengan Bapak Drs. Benar Sijabat Selaku Mediator Dinas Ketenagakerjaan, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 19 Agustus 2021, pukul 
11.00 WIB (Prapenelitian). 

3 Ahmad. Pengertian Kebutuhan Primer, Sekunder Dan Tersier Dan Contohnya. 
https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier/13 Desember 2021, 
1:00 WIB 
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sekolah, rumah tangga dan biaya konsumtif lainnya yang apabila tidak dapat 

dipenuhi maka berakibat pada kemiskinan yang inheren pada kesehatan dan 

lainnya.  

Dampak pekerja yang mengalami PHK lainnya ialah pekerja yang 

mengalami gangguan emosional. Gangguan emosional disebabkan karena pekerja 

tidak dapat mengekspresikan diri dan kehilangan kesempatan untuk melakukan 

pengembangan kemampuan yang dimiliki.4 Gangguan emosional merupakan 

gangguan yang krusial, hal ini karena seseorang yang mengalami gangguan 

tersebut akan sulit berfikir secara rasional sehingga sering kali mengambil 

konsensus atas suatu tindakan tanpa melihat dampak-dampak yang terjadi 

setelahnya. Tindakan tanpa rasionalitas tersebut terindikasi dapat melakukan suatu 

perbuatan kriminal.5 Seperti seorang pria yang berusia 58 Tahun yang berinisial 

AJ di salah satu desa pada Kabupaten Serdang Bedagai yang melakukan 

pencurian tabung gas akibat di PHK beberapa bulan sebelumnya di perusahaan 

tempat pelaku bekerja yang menyebabkan pelaku di hakimi masa akibat 

perbuatannya.6 Tidak hanya itu, dampak lain yang dapat dilakukan seseorang 

tanpa rasionalitas ialah seseorang dapat melukai dirinya sendiri akibat stres yang 

dialami. Inilah yang menjadikan dampak PHK terhadap pekerja baik secara 

psikologis, ekonomi maupun lainnya sangat mengkhawatirkan. 

Kedua, terhadap perusahaan: Meningkatnya biaya pengeluaran akibat 

PHK. Dampak dari PHK tidak hanya dirasakan oleh pekerja namun juga oleh 
 

4 Muh. Muslim. “Dilema Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Karyawan”. ESENSI. Vol. 18, 
No. 3 (Desember 2015), hal.107. 

5 Mahrus Ali. “Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi 
Atas Hukum)”. Jurnal Hukum. Vol. 15, No. 2 (April 2008), hal. 227. 

6 Wawancara dengan Bapak Drs. Benar Sijabat Selaku Mediator Dinas Ketenagakerjaan 
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 
20.00 WIB 
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perusahaan. Saat melakukan PHK perusahaan harus membayarkan sejumlah uang 

kepada pekerja yakni dana untuk pensiun atau pesangon dan/atau dana yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang. Tidak hanya itu, peningkatan biaya pengeluaran 

disebabkan adanya biaya rectuitment serta biaya mengembangkan kompetensi 

pekerja atau pelatihan kerja. Pemberian pelatihan kerja tersebut membutuhkan 

waktu dan dana yang tidak sedikit sehingga dampak PHK juga sangat dirasakan 

oleh perusahaan. 

Peningkatan biaya pengeluaran dalam jumlah besar dapat memperlambat 

signifikansi peningkatan performa perusahaan. Jika perusahaan mengalami 

kesulitan pada keuangannya maka hal tersebut membuat perusahaan tidak dapat 

memproduksi dengan maksimal, sehingga membuat penurunan kualitas 

perusahaan yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Perusahaan yang 

melakukan PHK juga membuat banyak pihak berfokus pada penyelesaian PHK 

tersebut, terlebih jika sengketa PHK yang masuk ke dalam Pengadilan Hubungan 

Industrial yang membuat penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama 

sehingga menghambat aktivitas perusahaan. Apabila perselisihan hubungan 

industrial berujung pada Pengadilan Hubungan Industrial maka citra perusahaan 

akan menjadi buruk, baik dimata publik maupun investor. Hal ini dapat 

mengakibatkan menurunnya minat investor terhadap perusahaan dan juga akan 

memperlambat signifikansi peningkatan performa perusahaan. 

Ketiga, terhadap pemerintah: Angka kemiskinan meningkat. Kabupaten 

Serdang Bedagai melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai 

menyatakan angka kemiskinan pada kabupaten tersebut mengalami peningkatan 

sebesar 0.07 point dari 7.90% pada Maret 2019 menjadi 7,97% pada 2020. 
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Peningkatan angka kemiskinan ini disebabkan pemberlakuan PHK oleh 

perusahaan terhadap pekerja. Peningkatan angka kemiskinan ini diakibatkan 

banyaknya pengangguran di Indonesia. Pengangguran merupakan seseorang yang 

telah digolongkan pada angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari 

pekerjaan di suatu tingkat upah ekslusif, tetapi tidak bisa memperoleh pekerjaan 

yang diinginkan. Beliau juga menjelaskan bahwa faktor-faktor pengangguran 

diantaranya ialah akibat kondisi lingkungan di sebuah negara. Hasil survei badan 

pusat statistik jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Peningkatan ini mengakibatkan sulitnya lapangan pekerjaan yang 

tersedia terlebih saat pandemi COVID-19 membuat banyak perusahaan 

mengalami kerugian akibat kurangnya konsumen, sehingga perusahaan 

melakukan PHK terhadap pekerja. Dapat disimpulkan bahwa pekerja yang 

mengalami PHK dapat disebut dengan pengangguran.7  

Jumlah pengangguran yang tinggi mengakibatkan defisit anggaran negara 

bertambah sehingga pemerintah perlu melakukan upaya pemulihan terhadap 

perekonomian secara signifikan. Berikut data pengangguran akibat PHK pada 3 

(tiga) tahun terakhir yakni 2019 terdapat sebanyak 5,28%. Tahun 2020 sebanyak 

7,07 pengangguran di Indonesia dari 138,22 juta pekerja. Tahun 2021 sebanyak 

6,26 jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yakni dari 139,81 juta pekerja. 

 
7 Siti Indayani dan Budi Hartono. “Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi 

Sebagai Akibat Pandemi Covid-19”. Perspektif: Jurnal Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi 
Sebagai Akibat Pandemi Covid-19. Vol.18 (September 2020), hal. 206  
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Sumber: Badan Pusat Statistik 

Hal ini inheren dengan tujuan pemerintah yakni memberikan 

kesejahteraan kepada masyarakat. UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 bahwa “tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”, artinya bahwa negara melalui pemerintah berkewajiban 

memberikan kehidupan yang layak dengan terpenuhinya sandang, pangan dan 

papan kepada setiap warga negara. Upaya pemerintah saat ini dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial diantaranya melalui program-program bantuan 

sosial yaitu Program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial 

Sembako serta Program BPJS Ketenagakerjaan dan masih sangat dibutuhkan 

bantuan lainnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk 

melakukan peningkatan tersebut maka negara akan mengeluarkan dana yang 

sangat besar.8  

PHK juga berdampak pada merosotnya sumber pendapatan negara. 

Pemerosotan pendapatan ini diakibatkan oleh berkurangnya pajak negara. Pajak 

adalah sumber primer penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari 
 

8 Lestari J. Barry, dkk. “Bantuan Sosial Ekonomi Di Tengah Pandemi COVID-19: 
Sudahkah Menjaring Sesuai Harapan?”. CSIS Commentaries ECON-002-ID. (April 2020), hal. 5-
7. 
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seluruh penerimaan pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit 

untuk dilaksanakan. PHK menyebabkan angka pengangguran meningkat, inflasi 

yang membuat turunnya nilai tukar uang, menurunnya daya beli masyarakat, 

berkurangnya ekspor dan impor. Hal ini disebabkan akibat turunnya penghasilan 

masyarakat maupun perusahaan sehingga berdampak pula pada turunnya 

penghasilan dari pajak negara.9 

Dampak-dampak tersebut membuat pemerintah merasa perlu untuk 

menyelesaikan perselisihan-perselisihan hubungan industrial khususnya 

perselisihan PHK. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial merupakan salah satu upaya pemerintah agar 

dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang saat ini dianggap telah 

memenuhi kebutuhan semua pihak dalam penyelesaiannya, baik pada perselisihan 

hak, kepentingan, PHK maupun serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan.  

Pada praktiknya penyelesaian PHK yang dimuat dalam Undang-Undang 

No. 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bisa 

diselesaikan melalui jalur litigasi (Pengadilan Hubungan Industrial) dan non 

litigasi (Bipartit, Mediasi dan Konsiliasi) yang sering kali tidak sesuai dengan 

harapan. Musyawarah mufakat yang menjadi tahapan awal penyelesaian baik 

secara bipartit khususnya dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan, sering kali merasa kesulitan untuk mendapatkan hasil sepakat 

diantara kedua belah pihak hingga sengketa harus di lanjutkan penyelesaiannya 

melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Sulitnya menemukan win-win solution 
 

9 Baitus Salamah Salamah. “Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak Di 
Negara Indonesia Pada Tahun 2020”. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing. Vol. 1 No. 1 
(2020), hal. 1. 
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diantara kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan atau 

celah hukum saat dilangsungkannya penyelesaiaan perselisihan pada dinas 

ketenagakerjaan tersebut yang membuat seolah-olah penyelesaian perselisihan 

tidak berjalan dengan efektif dan tujuan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 

tidak dapat direalisasikan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitiaan 

terhadap “Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (Studi 

Pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Serdang Bedagai)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka 

perumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyelesaian perselisihan 

pemutusan hubungan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai? 

2. Bagaimana efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja di Dinas 

Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang 

Bedagai? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk, sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penyelesaian perselisihan 

pemutusan hubungan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai. 

2. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja di 

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang 

Bedagai. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selain terdapat tujuan penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil 

manfaat dalam penulisan skripsi ini. Terdapat beberapa manfaat dari penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat pada pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam efektivitas penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial terhadap pekerja yang mengalami pemutusan 

hubungan kerja. 

2. Secara Praktis 

Bagi peneliti, diharapkan bisa berguna menjadi bahan kajian informasi 

bagi semua pihak yang berkaitan serta kalangan akademis untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum keperdataan, 

berdasarkan hal ini berkaitan dengan efektivitas penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial terhadap pekerja yang mengalami pemutusan 

hubungan kerja. 
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1.5. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berasal dari kata “hypo” dan “thesis”. Hipo artinya bersifat 

meragukan, sedangkan Tesis berarti kebenaran. Maka secara harfiah, Hypothesis 

dapat diartikan “suatu kebenaran yang masih bersifat meragukan”.10 Untuk 

membawa hypothesis yang baik haruslah lengkap, sehingga merupakan suatu 

kesatuan yang utuh. 

Dikarenakan sumber utama dari hypothesis adalah pemikiran dari peneliti 

mengenai gejala-gejala yang ingin di teliti, maka peneliti akan mencoba untuk 

menjawab perumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaturan hukum terhadap penyelesaian perselisihan pemutusan 

hubungan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 

2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Industrial. 

Penyelesaiaan perselisihan pemutusan hubungan kerja menggunakan jalur 

litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi melalui Pengadilan Hubungan 

Industrial, sedangkan jalur non litigasi dimulai dengan perundingan 

Bipartit, kemudian kepada instansi yang berwenang di bidang 

ketenagakerjaan melalui perundingan mediasi maupun konsiliasi 

kemudian apabila tidak menemukan kesepakatan maka penyelesaian akan 

dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. 

2. Efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap pekerja 

yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai ialah belum 

 
10 Mudjia Rahardjo. Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variable dan Hipotesis dalam 

Penelitian. (Malang: UIN Malang, 2018), hal. 3. 
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efektif. Hal ini didasarkan pada banyaknya jumlah kasus yang harus lanjut 

ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk diselesaikan penyelesaiannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Efektivitas Hukum 

2.1.1 Teori Tentang Efektivitas Hukum 

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu pencapaian tujuan 

organisasi untuk mencapai suatu tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai 

tujuannya maka organisasi tersebut akan berjalan dengan efektif. Indikator 

efektivitas menggambarkan jangkauan suatu akibat dan dampak (outcome) dari 

output program dalam menggapai tujuan program tersebut. Semakin besar 

kontribusi output yang di hasilkan pada pencapaian tujuan yang ditentukan, maka 

semakin efektif pula proses kerja suatu unit organisasi.11 

Efektivitas mengandung arti bahwa keefektifan pengaruh efek 

keberhasilan, kemanjuan atau kemujabaran. Berbicara keefektifan suatu hukum 

maka tidak terlepas dengan analisis terhadap karakteristik dua variable yaitu 

karakteristik atau dimensi dari obyek suatu sasaran yang dipergunakan.12 Kata 

efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni Effective yang berarti “Having the 

intended or expected effect; serving the purpose”. Dengan demikian efektivitas 

hukum dapat diartikan dengan kemampuan suatu hukum untuk melahirkan atau 

menciptakan situasi seperti yang diinginkan atau diharapkan oleh hukum.13   

 
11 Mardiasmo. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. (Jogyakarta: Andi, 2017), hal. 134. 
12 Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana. (Bandung: Citra Aditya, 2013), 

hal. 67. 
13 Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal 

Hukum Dan Pembangunan. Vol. 17. No. 1 (Februari 2017), hal. 59. 
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2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 

(lima) faktor, diantaranya:14 

1. Faktor hukumnya (Undang-Undang); 

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum; 

3. Faktor sarana atau aktifitas yang mendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan pada hukum tersebut berlaku; 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan oleh karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga 

penting kiranya untuk memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut dalam 

menganalisis efektif atau tidak suatu hukum. 

2.2 Tinjaun Umum Tentang Ketenagakerjaan 

2.2.1 Pengertian Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan berasal dari kata “tenaga kerja”, ditambah dengan 

awalan “ke” dan akhiran “an”. Dengan demikian, ketenagakerjaan berarti suatu 

hal yang berkaitan dengan tenaga kerja.15 

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan 

menyatakan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Di dalam 

 
14 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 8. 
 15 Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma. Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & 
Praktik Di Indonesia. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hal. 1. 
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berbagai literatur dimuat apa yang dimaksudkan dengan Hukum Ketenagakerjaan, 

yakni sebagai berikut:16 

a. Menurut Molenaar, hukum ketenagakerjaan merupakan bagian suatu 

hukum yang berlaku dan pokoknya mengatur suatu hubungan antara 

tenaga kerja dengan  tenaga kerja, antar tenaga dan pengusaha. 

b. Menurut Mok, hukum ketenagakerjaan merupakan hukum yang 

berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan swapekerja atas tanggung 

jawab dan risiko sendiri. 

c. Menurut Soetikno, hukum ketenagakerjaan merupakan keseluruhan 

peraturan mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan secara pribadi 

seseorang dilakukan dibawah perintah/pimpinan orang lain serta mengenai 

kehidupan yang bersangkut paut secara langsung dengan hubungan kerja.  

2.2.2 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Ketenagakerjaan 

Terdapat beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dan berhubungan 

langsung dengan ketenagakerjaan yang memiliki tujuan mencapai suatu hubungan 

kerja. Pihak-pihak tersebut ialah, sebagai berikut : 

2.2.2.1 Pekerja Atau Buruh 

Istilah pekerja hadir sebagai pengganti dari istilah buruh. Pada zaman 

fuedal (penjajahan) Belanda, buruh merupakan orang-orang yang bekerja secara 

kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan lainnya. Mereka juga disebut sebagai 

orang-orang berkerah biru (Blue Colar). Sedangkan orang-orang yang bekerja 

halus dan rapi atau seperti pegawai administrasi yang biasa duduk di meja disebut 

dengan berkerah putih (White Collar), biasanya yang termasuk dalam golongan 

 
16 Gunawi Kartasapoetra dkk. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berlandaskan 

Pancasila Cet IV. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15. 
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tersebut ialah para bangsawan yang bekerja di suatu kantor. Namun, istilah ini 

diubah setelah lahirnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang 

ketenagakerjaan menjadi pekerja.17 

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja juga 

dapat diartikan sebagai buruh yang dimana arti dan maksud dari kata buruh 

merupakan barang siapa yang bekerja dengan majikan dan menerima upah.18 

2.2.2.2 Pengusaha atau majikan 

Pihak kedua yang memiliki peran penting dalam terciptanya hubungan 

industrial ialah pengusaha atau majikan atau dapat disebut juga dengan pemberi 

kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah-istilah tersebut tertuju pada suatu arti 

yaitu pihak yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi pekerja atau buruh. 

Walaupun sesungguhnya istilah pemberi kerja tidak begitu sama artinya dengan 

pengusaha atau majikan.19 

Menurut pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang 

ketenagakerjaan menyatakan bahwa Pemberi kerja adalah orang perseorangan, 

pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan para 

tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

 Pengertian pengusaha menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha merupakan : 

 
17 Zaeni Asyhadie. Hubungan Kerja, Hukum Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Kerja. 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 22 
18 C.S.T. Kansil.  Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2006), hal. 317. 
19 Ningsih. Mengenal Hukum Ketenagakerjaan. (Medan: USU Press, 2011), hal.12 
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1. Orang perorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan 

perusahaan milik sendiri; 

2. Orang perseorangan, badan hukum atau persekutuan yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya; 

3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan 

B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

2.2.2.3 Swapekerja 

Swapekerja merupakan mereka yang bekerja dengan bebas, yang dalam 

artian bahwa seseorang tidak dibawah perintah orang lain dan atas inisiatif sendiri 

untuk bekerja dengan dana, tanggung jawab dan risiko sendiri. Contohnya, 

tukang-tukang yang bekerja atas usaha sendiri dan kerja bebas, pemilik toko yang 

menjual barang dagangannya, dokter atau seorang pengacara/advokat yang 

menjalankan praktik secara mandiri. Pengertian bebas dari perintah orang lain 

ialah dengan tidak bekerja dibawah pimpinan orang atau pihak lain sebagai 

pengusaha/majikan.20 Yang artinya seorang profesional yang bekerja dengan 

inisiatif sendiri sehingga ada kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya. 

2.2.2.4 Serikat Pekerja 

Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan 

bahwa Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, 

dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar  perusahaan yang 

bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna 

 
20 Dina Susiani. Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. (Jawa Timur: CV. 

Pustaka Abadi, 2020), hal. 3. 

Nadya Khairi - Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Pekerja...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



17 
 

memperjuangkan, membela serta melidungi hak dan kepentingan pekerja/buruh 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dari keluarganya. 

Segala sesuatu tidak selalu berjalan dengan baik dan sempurna seperti 

yang diinginkan. Mengingat kedudukan pekerja/buruh berada pada posisi lemah, 

maka salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan ialah dengan mendirikan 

organisasi serikat pekerja/serikat buruh untuk eksistensi pekerja/buruh dan untuk 

memaksimalkan usaha dalam memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh. Peran 

organisasi serikat pekerja/buruh secara khusus dan sebagai penyambung lidah 

aspirasi anggota dalam meningkatkan kesejahteraan serta memberikan 

perlindungan, juga untuk mendidik anggota dalam melaksanakan tugas secara 

benar sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disetujui secara bersama.21 

2.2.2.5 Pemerintah 

Upaya pemerintah dibidang ketenagakerjaan untuk menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial bertujuan untuk terciptanya hubungan 

ketenagakerjaan yang adil, kondusif dan harmonis. Hal ini karena jika hubungan 

antara pekerja/buruh dan pengusaha yang sangat berbeda secara social ekonomi 

diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan 

keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang 

memiliki power secara ekonomi sosial akan selalu menginginkan untuk 

menguasai pihak yang lemah (homo homoni lupus). Atas dasar itulah pemerintah 

turut serta dalam menyelesaiakan perselisihan hubungan industrial melalui 

 
21 Ibid, hal. 13. 
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peraturan PerUndang-Undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan 

kewajiban para pihak.22 

Kepastian hak dan kewajiban para pihak dimuat dalam PerUndang-

Undangan agar perselisihan yang terjadi diantara pekerja dengan pengusaha dapat 

terselesaikan dengan baik dan tenteram. hal ini juga inheren dengan tujuan 

pemerintah akibat mandat yang telah diberikan oleh rakyat sehingga pemerintah 

berkewajiban menyelesaikan segala permasalahan dalam hubungan 

ketenagakerjaan melalui peraturan PerUndang-Undangan. Oleh karena itu 

pemerintah juga termasuk dalam pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan 

ketenagakerjaan. 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Hubungan Industrial 

2.3.1 Pengertian Hubungan Industrial 

Istilah hubungan industrial berasal dari kata Industrial Relation, yang 

merupakan perkembangan dari istilah hubungan ketenagakerjaan (labour relation 

atau labour management relations). Menurut Sentanoe Kertonegoro, istilah ini 

memberi kesan yang sempit seolah hanya menyangkut hubungan antara pekerja 

dengan pengusaha. Pada dasarnya masalah hubungan industrial mencakup aspek 

yang sangat luas, yakni aspek psikologi ekonomi, sosial budaya, politik hukum 

dan lainnya sehingga hubungan industrial tidak hanya meliputi pekerja dan 

pengusaha, namun juga melibatkan masyarakat dalam arti luas dan pemerintah.23 

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara 

para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur 

 
22 Ibid, hal. 16. 
23 Fatisia Laia, Soetarto, dkk. Peranan Mediator Dalam Proses Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. Jurnal Governance Opinion. Vol. 4, No. 1 (Oktober 2019), hal. 108.   
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pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.24  

Dengan demikian hubungan industrial di definisikan sebagai hubungan antara 

semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam segala proses produksi dan harus 

berlandaskan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara. Karenanya hubungan 

industrial di Indonesia lebih dikenal dengan Hubungan Industrial Pancasila. 

Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu hubungan yang terbentuk 

antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan 

pemerintah) yang didasarkan pada nilai-nilai dari manifestasi keseluruhan sila-sila 

dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, yang tumbuh dan 

berkembang diatas budaya Nasional Indonesia dan Kepribadian bangsa 

Indonesia.25 

Hubungan industrial merupakan keterkaitan kepentingan antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha, yang berpotensi menimbulkan perbedaan 

pendapat antara kedua belah pihak. Perselisihan di bidang hubungan industrial 

dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan atau keadaan ketenagakerjaan 

yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja bersama maupun peraturan 

PerUndang-Undangan.26 Hubungan industrial juga pada dasarnya adalah proses 

terbitnya komunikasi, konsultasi, musyawarah serta berunding yang ditopang 

pada kemampuan dan komitmen dari semua pihak yang ada dalam perusahaan.27 

 
24 Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
25 Indra Afrita. Hukum Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Sengketa Hubungan 

Industrial Di Indonesia. (Yogjakarta: Absolute Media, 2015), hal. 20. 
26 Miranda Landengtariang. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Apabila 

Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan”. Fakultas Hukum UNSRAT. Vol. 6, No. 10 (Desember 2018), hal. 120. 

27 Maswandi. “Penyelesaian perselisihan hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan 
Industrial”. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 5, No. 1 (Juni 2017), hal. 37. 
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2.3.2 Tujuan Hubungan Industrial 

Berdasarkan Seminar Nasional Hubungan Industrial Pancasila 

diselenggarakan tahun 1974 dikemukakan bahwa tujuan Hubungan Industrial 

Pancasila ialah “mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pancasila serta ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial melalui penciptaan ketenangan, ketentraman, ketertiban kerja serta 

ketenangan usaha, meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan 

pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia. 

Tujuan yang harus dicapai dari hubungan industria (industria relation) 

adalah terciptanya suatu kondisi industrial peace atau kondisi kesejahteraan 

bersama antara pekerja/buruh dan pegusaha. Pengusaha di haruskan untuk 

memperlakukan pekerjanya secara manusiawi dengan menekankan kemitraan 

yang sejajar dan para pekerja diharuskan untuk menumbuh kan rasa ikut memiliki 

dan mendukung keberlangsungan perusahaan.28 

2.3.3 Asas-Asas Hubungan Industrial 

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan terdapat asas-asas yang hidup untuk mendampingi peraturan 

hukum di bidang ketenagakerjaan dalam melaksanakan hubungan industrial yaitu: 

1. Asas Manfaat  

Ialah segala kegiatan pembanguan dan usaha dapat dimanfaatkan sebesar-

besarnya bagi kemanusiaaan dan untuk kesejahteraan rakyat. 

 
28 Marsinah luis. Hubungan Industria Dan Kompensasi. (Jakarta: CV. Budi Utama, 

2019), hal. 10.  
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2. Asas Usaha Bersama Dan Kekeluargaan 

Ialah usaha mencapai cita-cita aspirasi bangsa merupakan usaha bersama 

rangka yang dilakukan dengan cara gotong royong dan kekeluargaan. 

3. Asas Demokrasi 

Ialah dalam menyelesaikan masalah-masalah Nasional ditempuh dengan 

jalan musyawarah untuk mencapat mufakat. 

4. Asas Adil Dan Merata 

Ialah bahwa hasil yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati 

secara adil dan merata sesuai darma baktinya. 

5. Asas Perikehidupan Dan Keseimbangan 

Ialah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akherat, material dan 

spiritual, jiwa dan raga, individu dan masyarakat, dan lain-lain. 

6. Asas Kesadaran Hukum 

Ialah setiap warga negara harus taat dan sadar pada Undang-Undangm dan 

mewajibkan negara menegakkan hukum. 

7. Asas Kepercayaan Pada Diri Sendiri 

Ialah pembangunan yang berdasarkan pada kepercayaan akan kemampuan 

dan kekuatan sendiri, serta bersendikan pada kepribadian bangsa.29  

2.3.4 Sarana-Sarana Hubungan Industrial 

Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana-sarana sebagai berikut : 

1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

Serikat pekerja/seikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari dan 

oleh pekerja/buruh baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan 

 
29 Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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yang bersifat mandiri, demokratis, bebas, terbuka dan bertanggung jawab 

guna memperjuangkan, membela serta meningkatkan kesejahteraan 

pekerja/buruh dan keluarganya. 

2. Organisasi Pengusaha 

Tidak berbeda dengan para pekerja/buruh, para pengusaha juga 

mempunyai  hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota 

dalam organisasi pengusaha. Asosiasi pengusahaan merupakan mitra kerja 

serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah 

ketenagakerjaan dan hubungan industrial.  

3. Lembaga Kerja Sama Bipartit 

Lembaga kerja sama bipartit ialah forum komunikasi dan konsutasi 

pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha yang menangani hal-hal 

yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang sudah 

dicatat oleh instansi yang bertaggung jawab dibidang ketenagakerjaan atas 

unsur pekerja/buruh. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima 

puluh) orang pekerja/buruh wajib membentuk lembaga kerja bipartit. 

4. Lembaga Kerjasama Tripartit 

Lembaga ini merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah 

tentang masalah ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur organisasi 

pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah. 

a. Lembaga kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

b. Lembaga kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; dan 
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c. Peraturan perusahaan 

5. Perjanjian Kerja Bersama 

Ialah perjanjian yang merupakan hasil dari perundingan antara serikat 

pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab 

di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat 

kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

6. Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan 

Pada dasarnya hal ini mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama 

bekerja dan sesudah bekerja yang di antaranya mencakup ketentuan jam 

kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dan lainnya. 

7. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui 

perundingan bipartit, atau dengan Mediasi dan konsiliasi pada dinas 

ketenagakerjaan setempat. Apabila pada perundingan tidak mendapatkan 

kata sepakat atau gagal maka penyelesaian perselisihan ini dialihkan atau 

dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.30 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perselisihan Hubungan Industrial 

2.4.1 Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial 

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi 

dan membentuk hubungan antara satu dengan lainnya sering kali mengalami 

 
30 Maria Amanda. Bentuk-Bentuk Sarana Hubungan Industrial,  

http://www.hukumtenagakerja.com/perselisihan-hubungan-industrial/bentuk-bentuk-sarana-
hubungan-industrial/ 4 September 2021, Pukul 00.54 WIB. 
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perselisihan atau konflik.31 Perselisihan ini timbul akibat perbedaan pandangan, 

pemikiran, kepentingan dan lainnya yang menjadi ciri khas dari setiap manusia 

yaitu berbeda-beda. Konflik adalah situasi (keadaan) dimana pihak-pihak 

memperjuangkan tujuannya masing-masing yang tidak dapat dipersatukan serta 

tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain terhadap kebenaran tujuannya 

masing-masing. 

Hubungan industrial juga sering terjadi perselisihan antara pihak-pihak 

yang terikat satu dengan lainnya, yang diikat berdasarkan sebagai berikut: 

1. Perjanjian kerja; 

2. Peraturan perusahaan; atau 

3. Perjanjian kerja bersama.  

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang 

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan 

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, karena adanya perselisihan 

mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja dan 

perselsihan antar serikat pekerja  atau serikat buruh dalam satu perusahaan.32 

2.4.2 Pihak-Pihak Yang Mengalami Perselisihan Hubungan Industrial 

Ketentuan umum penyelesaian hubungan industrial memberikan batasan 

terhadap pihak-pihak yang mengalami perselisihan hubungan industrial, yaitu : 

1. Pekerja atau buruh; 

2. Serikat pekerja/serikat buruh  

3. Pengusaha atau Perusahaan. 
 

31 Ujang Chandra S. “Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam 
Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2004”. Wawasan 
Yuridika. Vol. 1. No. 1 (Maret 2017), hal. 3. 

32 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan 
Hubungan Industrial 
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2.4.3 Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial 

Terdapat 4 (empat) jenis-jenis perselisihan hubungan industrial, di 

antaranya:33 

1. Perselisihan Hak (rechtsgeschilen) 

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak 

terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran 

terhadap ketentuan peraturan PerUndang-Undangan, perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, atau ketentuan 

PerUndang-Undangan ketenagakerjaan. Perselisihan ini dapat terjadi 

akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak 

mendapatkan hak-haknya.  

Contoh: 

a. Pengusaha tidak membayar gaji sesuai dengan perjanjian, tidak 

membayar tunjangan hari raya, tidak membayar jaminan sosial, dan 

lain sebagainya. 

b. Pekerja/buruh tidak mau bekerja dengan baik sesuai dengan 

perjanjian kerja bersama (PKB). 

2. Perselisihan Kepentingan (belangengeschillen) 

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam 

hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai 

pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjia kerja bersama. 

Contoh : 

 
33 Arifuddin Muda Harahap. Penghantar Hukum Ketenagakerjaan. (Malang: Literasi 

Nusantara, 2020), hal. 144-145. 
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a. Pekerja/buruh yang meminta fasilitas istirahat yang memadai namun 

tidak dapat dipenuhi oleh pengusaha. 

b. Pekerja/buruh yang menuntut kenaikan tunjangan makanan. 

c. Pekerja/buruh yang menuntut pelengseran pejabat perusahaan dan 

lainnya.  

Berdasarkan sifatnya perselisihan kepentingan dibagi menjadi 2 

(dua) di antaranya: 

a. Perselisihan Ketenagakerjaan Kolektif  

Ialah perselisihan yang terjadi antara pengusaha/majikan dan serikat 

pekerja/serikat buruh karena tidak adanya persesuaian paham 

mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan 

ketenagakerjaan. 

b. Perselisihan Ketenagakerjaan Perseorangan 

Ialah perselisihan antara pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota 

serikat pekerja/buruh dan pengusaha/majikan. 

3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja  

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang 

timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran 

hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. 

Contoh: 

Pekerja yang tidak menerima diputuskan hubungan kerjanya oleh 

pengusaha dikarenakan adanya efisiensi perusahaan. 
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Definisi Pemutusan Hubungan Industrial (PHK) adalah 

pengakhiran hubungan kerja kerena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha.  

4. Perselisihan Antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Satu Perusahaan 

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan 

antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/buruh lain yang 

hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham 

mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat 

pekerja.34 

2.4.4 Prinsip-Prinsip Perselisihan Hubungan Industrial  

Prinsip hubungan industrial di dasarkan pada pemahaman tentang semua 

pemilik kepentingan (stakeholders) yang memiliki kepentingan bersama atas 

kelangsungan dan keberhasilan suatu perusahaan. 

Prinsip-prinsip hubungan industrial, sebagai berikut:35 

1. Kepentingan Bersama: Pengusaha, Pekerja/Buruh, Warga, dan 

Pemerintah; 

2. Kemitraan yang saling menguntungkan: Pekerja/Buruh dan Pengusaha 

sebagai mitra yang saling tergantung dan saling membutuhkan; 

3. Hubungan fungsional dan pembagian tugas; 

4. Kekeluargaan; 

5. Penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja; 

 
34 Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pernyelesaian 

Perselisihan Hubungan Indusrial. 
35 Payaman J. Simanjuntak. Manajemen Hubungan Industrial. (Depok: Fakultas 

Ekonomi, Universitas Indonesia, 2011), hal. 9. 
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6. Peningkatan produtivitas; 

7. Peningkatan kesejahteraan bersama. 

2.5 Tinjauan Umum Tentang Uraian Pemutusan Hubungan Kerja  

2.5.1 Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja  

Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu langkah pengakhiran kerja 

antara buruh dan majikan dalam suatu perusahaan karena suatu hal tertentu.36 

Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa 

pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal 

tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh 

dan pengusaha.  

2.5.2 Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja 

Pemutusan hubungan kerja dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, 

diantaranya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, pemutusan hubungan 

kerja oleh pekerja/buruh, pemutusan hubungan kerja demi hukum, dan pemutusan 

hubungan kerja oleh pengadilan.37 

2.5.2.1 Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha 

Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan dengan sepihak 

terhadap pekerja/buruh, bila pekerja tersebut telah melaksanakan dan mematuhi 

kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja antara kedua belah pihak. 

Apabila terdapat perselisihan antara pekerja dengan pengusaha diluar syarat-

syarat yang terdapat dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, harus 

 
36 Arifuddin Muda Harahap. Penghantar Hukum Ketenagakerjaan. (Malang: Literasi 

Nusantara, 2020), hal. 159. 
37 Endah Pujiastuti. Penghantar Hukum Ketenagakerjaan. (Semarang: Semarang 

University Press, 2008), hal. 53. 
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diselesaikan dengan musyawarah.38 Kemudian apabila perundingan melalui 

musyawarah tidak menghasilkan persetujuan maka dengan ketentuan berdasarkan 

PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, 

Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-

PHK) bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja adalah, 

sebagai berikut:39 

1. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengembalihan dan 

pemisahan perusahaan; 

2. Perusahaan melakukan efisiensi; 

3. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami 

kerugian; 

4. Force majeur; 

5. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; 

6. Pailit; 

7. Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh; 

8. Pekerja/buruh mengundurkan diri; 

9. Pekerja/buruh mangkir; 

10. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama; 

11. Pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib; 

 
38 Arifuddin Muda Harahap. Penghantar Hukum Ketenagakerjaan. (Malang: Literasi 

Nusantara, 2020), hal. 167 
39 Rosmha widiyani. Isi Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Vs Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, Ini Bedanya. https://www.google.co.id/amp/s/news.detik.com/berita/d-
5210107/isi-Undang-Undang-cipta-kerja-omnibus-law-vs-Undang-Undang-ketenagakerjaan-ini-
bedanya/amp, 15 November 2021, pukul 12.20 WIB. 
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12. Pekerja/buruh yang mengalami sakit yang berkepanjangan atau cacat 

akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah 

melampaui batas 12 (dua belas) bulan; 

13. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun dan pekerja/buruh meninggal dunia. 

Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha juga dapat dilakukan apabila 

pekerja/buruh melakukan kesalahan berat menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 Pasal 158 angka (1) adalah, sebagai berikut:40 

1. Melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang atau uang milik 

perusahaan; 

2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan 

perusahaan; 

3. Mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau 

mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan 

kerja; 

4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian seta mengintimidasi teman 

kerja, mengancam/menganiaya/menyerang teman kerja di lingkungan 

kerja; 

5. Membujuk teman kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang; 

6. Membongkar dan membocorkan rahasia perusahan yang seharusnya 

dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; 

7. Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam 

pidana penjara lima tahun atau lebih; 

 
40 Endah Pujiastuti. Penghantar Hukum Ketenagakerjaan. (Semarang: Semarang 

University Press, 2008), hal. 54. 
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Pembuktian pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat berdasarkan 

pasal 158 angka (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pengusaha wajib 

menunjukkan bukti-bukti yaitu:41 

1. Pekerja tertangkap tangan; 

2. Pekerja mengakui perbuatannya; 

3. Adanya laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang dari 

perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kuragnya 2 

(dua) saksi. 

2.5.2.2 Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja/Buruh 

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja terhadap pihak 

perusahaan disebabkan karena pada prinsipnya pekerja tidak boleh dipaksakan 

untuk bekerja terus menerus bila dirinya sendiri tidak menghendakinya. Pekerja 

dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja apanila pengusaha 

melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:42 

1. Pekerja mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri; dengan persyaratan 

mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selmabat-

lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri dan tetap melakukan 

kewajiban sampai tanggal pengunduran diri; 

2. Terjadinya perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan 

kepentingan perusahaan; 

3. Perusahaan tidak membayar upah tepat waktu yakni sesuai waktu yang 

telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; 

 
41 Ibid, hal. 55. 
42 Muh. Muslim. “Dilema Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Karyawan”, Institute Bisnis 

Nusantara. Vol. 18, No. 3 (2015), hal. 106. 
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4. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang 

telah diperjanjikan; 

5. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, kesehatan keselamatan 

dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak 

dicantumkan pada perjanjian kerja. 

2.5.2.3 Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum 

Pemutusan hubungan kerja demi hukum merupakan pemutusan 

hubungan kerja yang bukan karena diputuskan oleh pihak pekerja atau pihak 

perusahaan dan juga diputuskan oleh pihak pengadilan, namun pemutusan 

hubungan kerja disebabkan dengan sendirinya tanpa diperlukan adanya suatu 

tindakan dari semua pihak yang terkait. Dalam pasal 1630e KUHP angka 1 

menyebutkan bahwa habisnya waktu dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu, 

angka 2 menyebutkan bahwa buruh meninggal dunia. Hubungan kerja berakhir 

demi hukum, apabila habis waktunya yang telah ditetapkan didalam perjanjian 

kerja atau peraturan majikan atau dalam PerUndang-Undangan atau menurut 

kebiasaan.43 

2.6 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 mengatur tentang penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesiakan melalui 2 jalur litigasi 

dan non litigasi. Hal ini di atur dalam Pasal 3 hingga Pasal 115 beserta dengan tata 

cara penyelesaiannya pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.   

 
43 Ibid, hal. 105. 
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Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur litigasi yakni 

pada Pengadilan Hubungan Industrial. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non 

litigasi yaitu Bipartit, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah dilakukan seminar outline 

skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline sekitar bulan 

Desember tahun 2021. 

1.1 Tabel Kegiatan Skripsi 

 
 

No 

 
 

Kegiatan 

Bulan  
 

Ketera-
ngan 

Agustus 
2021 

Desember-
Januari 
2021 

Maret 
2022 

Mei-Juli 
2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengajuan 

Judul 
                 

2 Seminar 
Proposal 

                 

3 Penelitian                  
4 Penulisan 

dan 
Bimbingan 

Skripsi 

                 

5 Seminar 
Hasil 

                 

6 Pengajuan 
Berkas 

Meja Hijau 

                 

7 Skripsi                  
 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan pada kantor Dinas Ketenagakerjaan, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai. Jalan Medan-Tebing 
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Tinggi, Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera 

Utara, 20995. 

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu daerah yang memiliki 

kawasan industrial yang besar dengan jumlah tenaga kerja yakni mencapai 

297.382 orang. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Serdang Bedagai merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang 

Ketenagakerjaan, Kopersi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai. 

Terdapat 253 perusahaan baik dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan 

Komanditer (CV) dan lain sebagainya yang terdaftar dalam dinas tersebut. 

Dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang besar maka sering terjadi 

perselisihan hubungan industrial pada Kabupaten Serdang Bedagai terkhusus 

pemutusan hubungan kerja yang paling mendominasi dibandingkan perselisihan 

hubungan industrial lainnya, sehingga perlu diselesaikan oleh Dinas 

Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai agar 

kedua belah pihak mendapatkan keadilan serta mewujudkan hubungan industrial 

yang harmonis, kondusif dan berkeadilan. 

3.2 Metodologi Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normative-empiris 

yang dapat disebut juga dengan (applied law reaserch) merupakan penelitian 

hukum yang mengkaji pengimplementasian atau pelaksanaan suatu peraturan 

perundang-undangan (hukum posistif) dan kontrak secara faktual pada setiap 
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peristiwa hukum dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.44 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder yang 

terdiri dari:45 

a) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

yang berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang 

dilakukan oleh penelitian dengan cara wawancara. 

b) Data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

melalui studi kepustakaan yang meliputi: buku, jurnal, kamus hukum serta 

bahan hukum tertulis lainnya, dokumen-dokumen hukum dan dokumen 

lainnya.  

3.2.2 Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang artinya penelitian ini 

menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori hukum 

yang menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan untuk 

memberikan data yang konkrit pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. 

Sifat penelitian ini untuk mengetahui analisis Efektifitas penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial terhadap pekerja yang mengalami pemutusan 

hubungan kerja (studi pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Serdang Bedagai) yang berkaitan dengan penulisan skripsi. 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data, yakni: 

 
44 Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (Mataram: UNRAM Press, 2020), hal. 29. 
45 Ibid, hal. 124. 
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1. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu dengan melakukan 

penelitian terhadap berbagai sumber hukum bacaan seperti buku-buku, 

penelitian ilmiah, artikel ilmiah, jurnal hukum yang berhubungan dengan 

materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung 

data primer dan data sekunder. 

2. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian 

kelapangan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disiapkan kepada narasumber. Wawancara 

dilakukan dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, Mediator dan Kepala Seksi bidang 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

3.2.4 Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lainnya, sehingga hal ini dapat dengan mudah dipahami dan dapat 

diinformasikan kepada orang lain.46 Analisis kualitatif merupakan suatu analisis 

yang tidak menggunakan model matematika, model statistic dan model-model 

lainnya.47 Bahan hukum yang diperoleh Peneliti dianalisis dengan Analisis 

Kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, 

menguraikan serta menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan rumusan 

masalah. 

 
46 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 

2009), hal. 244. 
47 Iqbal Hasan. Pokok-Pokok Materi Peneitian Dan Aplikasinya. (Bogor: Ghalia, 

Indonesia, 2002), hal 98. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pengaturan hukum terhadap penyelesaian perselisihan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja pada Dinas Ketenagakerjaan, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai ialah 

menggunakan aturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2018 Tentang Ketenagakerjaan. 

Mekanisme Penyelesaian PHK pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai diselesaikan melalui jalur non 

litigasi dengan bentuk penyelesaian melalui mediasi. 

2. Efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap pekerja 

yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Dinas 

Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai 

menurut peneliti belum efektif. Ditinjau dari teori Soerjono Soekanto pada 

Faktor hukum (Undang-Undang), PERDA Kabupaten Serdang Bedagai 

No. 6 Tahun 2018 Tentang Ketenagakerjaan belum dapat meng-cover 

segala permasalahan pada penyelesaian PHK. Tidak komprehensifnya 

PERDA tersebut dalam hal prosedur pelaksanaan mediasi, pendapat dan 

putusan mediasi, pelaksanaan terhadap putusan mediasi, sanksi terhadap 

pelanggaran putusan mediasi dan iktikad baik para pihak membuat 

PERDA Kabupaten Serdang Bedagai tidak efektif. Faktor penegakan 

hukum, terbatasnya jumlah mediator dan tidak relevannya pendidikan 
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akhir mediator dengan ruang lingkup penyelesaian PHK membuat banyak 

kasus PHK pada dinas tersebut harus lanjut ke Pengadilan Hubungan 

Industrial untuk diselesaikan penyelesaiannya. Faktor sarana dan fasilitas 

yang mendukung penegakan hukum belum memadai melihat kurangnya 

sarana pelatihan mediator dan sedikitnya ruangan mediasi membuat faktor 

ini juga masih belum mampu meng-cover pelaksanaan mediasi dengan 

baik. Faktor masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme 

penyelesaian PHK pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Serdang Bedagai masih memiliki kekurangan dan tidak 

kooperatifnya masyarakat terhadap penyelesaian PHK. Faktor 

kebudayaan, budaya tidak taat hukum Dinas Ketengakerjaan, Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai terhadap peraturan penyelesaian 

PHK. 

5.2 Saran  

Sesuai dengan manfaat penelitian peneliti baik secara teoritis maupun 

praktis maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut: 

1. Agar mempermudah penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) 

termasuk diantaranya pemutusan hubungan kerja (PHK), Dinas 

Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai 

perlu menerapkan bentuk penyelesaian PHK selain Mediasi seperti 

penerapan perundingan Konsiliasi dan perundingan Arbitrase sebagai 

bentuk penyelesaian PHK dan PHI.  

2. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu melakukan perbaikan 

terhadap PERDA Kabupaten serdang Bedagai No. 6 Tahun 2018 Tentang 
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Ketenagakerjaan dengan memuat prosedur pelaksanaan mediasi, pendapat 

dan putusan mediasi, pelaksanaan terhadap putusan mediasi, sanksi 

terhadap pelanggaran putusan mediasi dan iktikad baik menempuh mediasi 

dengan uraian yang jelas dan tegas. Terhadap penegak hukum dalam hal 

ini mediator bahwa dinas tersebut harus memiliki setidaknya 3 sampai 5 

orang mediator dengan pendidikan akhir S2 jurusan hukum. Sarana 

pelatihan mediator minimal 2 kali dalam setahun dan tersedianya minimal 

3 ruangan mediasi yang nyaman dengan fasilitas penunjang pelaksanaan 

mediasi seperti microfon, AC dan kursi. Terhadap masyarakat bahwa 

penting dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terhadap PERDA 

Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2018 dengan jelas dan merata. 

Terhadap kebudayaan bahwa dinas tersebut harus melaksanakan segala 

prosedur baik sebelum maupun sesudah mediasi dilakukan sesuai dengan 

peraturan PerUndang-Undangan. 
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